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PERATTJRAN GUEERNUR GORONIATO

NOMOR -. TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENGANGGAMN, PELAKSANMN DAN PENATAUSAHMN,
PERTANGGUNG]AWABAN DAN PELAPOMN SERTA MONITORING DAN EVALUASI

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGAMN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAEMH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGAMN 2013

Mentmbang : a.

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 , perlu mengatur

tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,

Pertanggungjawaban dan p€larcran serta monitoring dan evaluasi hibah

dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Gorontalo;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Tata Cara

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Peftanggungjawaban

Dan Pelaporan sefta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Gorontalo;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

Undang-undang Nomor B Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
,l

-..-/,,

Mengingat : 1.

2.

3.

BI
RO

 H
UKU

M
 

SE
TD

A 
PR

O
V.

 G
O

RO
NTA

LO



5 .

6 .

8.

9 .

10 .

12.

13.

1 1

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesaia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006
Nomor 03 Seri E);

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : TATA CARA PENGANGGAMN, PELAKSANMN DAN PENATAUSAHMN,

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPOMN SERTA MONITORING DAN

EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI.ANJA DAEMH PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan

hak dan kewaiiban daerah.

15 .

16.
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5. Pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat ppKD

adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara
umum daerah.

6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang
melaksanakan pengelolaan APBD,

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKpD adalah
perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna
anggaran/bara ng.

8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TApD
adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin
oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka menyusun ApBD
yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, ppKD dan pejabat
lainnya sesuai dengan kebutuhan.

9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD
adalah rencana kerja anggaran dinas/badan/biro/kantor Selaku
Bendaharawan Umum Daerah.

10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD
adalah perencanaan dan pengganggaran yang berisi program, kegiatan
dan anggaran SKPD.

ll.Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DpA-
PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran
Dinas/badan/biro/kantor selaku Bendaharawan Umum Daerah

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DpA-
SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap
SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna
anggaran.

13.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat Sp2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan
oleh Bendaharawan Umum Daerah berdasarkan Surat perintah Membayar.

14.Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari
pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan seleKif yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. 
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15.Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan
potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial,
krisis ekonomi, krisis poritik, fenomena aram dan bencana aram yang jika
tidak diberikan bantuan sosiar akan semakin terpuruk dan tidak dapat
hidup dalam kondisi wajar.

16.Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah
kepada pemerintah atau pemerintah daerah rainnya, perusahaan daerah,
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya,bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta
tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

17.Naskah Perjanjian Hibah Daerah seranjutnya disingkat NpHD adarah
naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

lB.organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oreh anggota
masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar
kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadao
Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam
rangka mencapai tujuan nasional daram wadah Negara Kesatuan Repubrik
Indonesia yang berdasarkan pancasila termasuk organisasi non
pemerintah yang bersifat nasional yang dibentuk berdasarkan ketentuan
perundang-undangan.

l9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut
APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
ditetapkan dengan peraturan daerah.

20.SKPD Teknisft-erkait adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas
pokok dan fungsinya bertanggungjawab secara teknis terhadao
pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial.

BAB Ii
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi pengganggaran, pelaksanaan
dan penatausahaan, pelaporan dan peftanggungjawaban serta monitoring
dan evaluasi pemberian hibah, dan bantuan sosial yang bersumber dari
APBD Provinsi Gorontalo

Pasal 3
(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat berupa uang,

atau iasa.
barang,
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(2) Bantuan sosiar sebagaimana drmaksud daram pasar 2 dapat berupa uang
atau barang.

BAB III
HIBAH

Bagian Kesatu
pemberian Hibah

Pasal 4
(1) Gubernur dapat memberikan hibah sesuai kemampuan Keuangan daerah.
(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirakukan seterah

memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk

menun]ang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah
daerah dengan memperhatikan asas keadilan, Kepatutan, rasionalitas,
dan manfaat untuk masyarakat.

(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria
sebagai berikut :
a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun

anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundano-
undangan; dan

c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

pasal 5
Hibah dapat diberikan kepada:
a. pemerintah;

b. pemerintah daerah lainnya;
c. perusahaan daerah;
d. masyarakat; dan/atau
e. organisasi kemasyarakatan.

pasal 6
(1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud daram pasar 5 huruf a

diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non
kementerian yang wilayah kerjanya berada di daerah provinsi /kabupaten
dan kota sepefti dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan TNI
Manunggal Masuk Desa

(2) Hibah kepada pemerintah daerah rainnya sebagaimana dimaksud daram
Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil Demekaran
daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
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(3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5
huruf c diberikan kepada Badan Usaha Mirik Daerah daram rangka
penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_undangan.

(4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud daram pasar 5 huruf d
diberikan kepada kerompok orang yang memiriki kegiatan tertentu daram
bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian.
adat istiadat, dan keolahragaan non_profesional.

(5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud daram
Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang
dibentuk berdasarkan peraturan perundang_undangan.

Pasal 7
(1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4)

diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :
a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
b. berkedudukan dalam wilayah pemerintah provinsi Gorontalo

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud daram
Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
a. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang_

kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan;

b. berkedudukan dalam wilayah pemerintah provinsi Gorontalo.
c. memiliki sekretariat tetao.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 8
(1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, organisasi

semi pemerintah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat
menyampaikan usulan hibah secara teftulis kepada Gubernur.

(2) Gubernur menunjuk SKPD Teknis untuk melakukan evaluasi usulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala SKPD Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur
melalui TAPD.

(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan
keuanqan daerah.
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Pasal 9
(1) sKPD terkait bertanggungjawab terhadap pengajuan anggaran hibah

terhadap rekomendasi yang disampaikan.
(2) Penerima hibah yang telah melalui evaluasi dibuatkan daftar yang

disahkan oleh sekretaris daerah selaku ketua TAPD.

Pasal 10
(1) Daftar sebagaimana pasar 9 ayat (2) menjadi dasar pencantuman arokasi

anggaran hibah dalam rancangan KUA dan ppAS.
(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 11
(1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RM-ppKD.
(2) Hibah berupa barang alau jasa dicantumkan dalam RKA-SKpD.
(3) RKA-PPKD dan RKA-SKpD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam ApBD/perubahan
APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal l2
(1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1)

dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah,
obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada ppKD.

(2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemerintah;

b. pemerintah daerah lainnya;
c. perusahaan daerah;
d. masyarakat; dan
e. organisasi kemasyarakatan

(3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11
ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang
diformulasikan kedalam program dan kegiatan yang diuraikan kedalam
jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa yang
diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKpD.

Pasal 13
(1) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dicantumkan

dalam lampiran III Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran ApBD.
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(2) Format Lampiran III peraturan Kepara Daerah sebagaimana dimakud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran peraturan Kepala Daerah ini,
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD

Bagian Ketiga
pelaksanaan dan penatausahaan

Pasal 14
(1) Hibah dilaksanakan seterah penetapan peraturan Daerah tentanq APBD

atau Perubahan ApBD ditetapkan.
(2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DpA-ppKD.
(3) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas

DPA-SKPD.

Pasal 15
(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah perjanjian Hibah

Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama oreh Gubernur, sekretaris
daerah dan/atau kepala SKPD atas nama Gubernur dan penerima hibah.

(2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai
berikut :
a' hibah diatas Rp.1.000.000.000,- (satu miryar rupiah) ditandatangani

oleh Gubernur Gorontalo;
b. hibah diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan

Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ditandatangani oleh Wakil
Gubernur Gorontalo,

c, hibah diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan
Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ditandatangani oteh
Sekretaris Daerah provinsi Gorontalo;

d. hibah sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah provinsi

Gorontalo;
(3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan

mengenai:

a. pemberi dan penerima hibah;
b. tujuan pemberian hibah;

c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
d. hak dan kewajiban;

e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
f. tata cara pelaporan hibah

9. nomor Rekening lembaga penerima.
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Pasal 16
(1) Gubernur menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau

jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan
Gubernur berdasarkan peraturan daerah tentang ApBD/perubahan ApBD
dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran ApBD/perubahan ApBD.

(2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
oasar penyaluran/penyerahan hibah.

(3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima
hibah dilakukan setelah penandatanganan NpHD.

(4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan oengan mekanisme
pembayaran tangsung (LS)

(5) Pencairan dana hibah dapat dilakukan secara bertahao.
(6) Pemberian hibah di ruar ketentuan sebagaimana yang diatur daram

Peraturan Gubernur ini mengikuti peraturan perundang_undangan.

Pasal 17
(1) Proses pencairan dana hibah dilakukan melalui sp2D sesuai denqan

sistim dan prosedur pencairan dana.
(2) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah harus beroedoman

pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan peftanggungjawaban

Pasal 18
(1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah

kepada Gubernur melalui ppKD dengan tembusan SKPD terkait.
(2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan

penggunaan hibah kepada Gubernur melalui kepala SKPD terkait.

)asal 19
(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada

PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
(2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja

hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan
pada SKPD terkait.

Pasal 20
(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan matenal atas

penggunaan hibah yang diterimanya.
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(2) Pertanggungjawa ban penerima hibah meliputi :
a. laporan penggunaan hibah;
0. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah

yang diterima telah digunakan sesuai NpHD; dan
c. buKi-bukti pengeruaran yang rengkap dan sah sesuai peraturan

perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan
bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa
barang/jasa.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
huruf b disampaikan kepada Gubernur paring rambat tanggar 10 buran
lanuari tahun anggaran berikutnya, dan secara berkala menyampaikan
laporan pertanggungjawaban sebelumnya ketika mengajukan proses
tahapan pembayaran kepada ppKD kecuari ditentukan lain sesuai
peraturan perundang-undangan.

(4) Peftanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
disimpan dan dipergunakan oreh penerima hibah seraku obvek
pemeriksaan.

pasal 21
Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah provinsi
Gorontalo dalam tahun anggaran berkenaan.
Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah
sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai
persediaan dalam neraca.

Pasal 22
(1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar

akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan
diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan
laporan keuangan pemerintah daerah.

(2) Format konvesi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa
sebagaimana dimakud ayat (1) tercantum pada Lampiran peraturan
Gubernur ini.

BAB IV

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Pemberian Bantuan
pasal 23

(1) Gubernur dapat memberikan bantuan sosial kepada a
masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.

( 1 )

(2)

nggota/kelompok

,)
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(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan beranja urusan wajib
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan
manfaat untuk masyarakat.

Pasal 24
Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23
ayat (i) meliputi:
a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengarami keadaan yang

tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosiar, ekonomi, poritik, bencana,
atau fenomena aram agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;

b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang
lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau
masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 25
(1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga

sebagaimana dimaksud daram pasar 24 huruf a, terdiri dari bantuan
soaial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang
tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana pada ayat (1)
dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama,
alamat penerima dan besarannya pada saat penyesuaian APBD.

(3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial
yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila
ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar
bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

(4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi
anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 25
(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 23

ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. selektif;

b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan

tertentu dapat berkelanjutan ;
d. sesuai tujuan penggunaan.
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(2) selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa
bantuan sosiar hanya diberikan kepada caron penerima yang ditujukan
untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.

(3) persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:

a. memiliki identitas yang jelas; dan
b. berdomisili dalam wilayah provinsi Gorontalo.

(4) bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib
dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

(5) Keadaan tertentu dapat berkeranjutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiaD
tahun anggaran sampai penerima bantuan telah repas dari resiko sosial.

(6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliouti:
a. rehabilitasi sosial;
b. perlindungan sosial;
c. pemberclayaan sosial;
d. jaminan sosial;
e. penanggutangan kemiskinan; dan
f. penanggulanganbencana.

pasal 27
Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (6) huruf a
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan
seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan
fungsi sosialnya secara wajar.
Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (6)
huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan
clan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar
kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar
minimal .

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (6)
huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok
masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga
mampu memenuhi kebutuhan dasarnva.
Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (6) huruf d
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan
agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

( 1 )

(2)

(3)

(4)
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(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26
ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang
dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak
mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak daoat
memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 26
ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk
rehabilitasi.

Pasal 28
(1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung

oleh penerima bantuan sosial.
(2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adarah

uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa
bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin,
masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan
putra-putri pahlawan yang tidak mampu.

(3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti
bantuan kendaraan operasional untuk sekorah luar biasa swasta dan
masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan
makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok
masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 29
(1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada

Gubernur.
(2) Gubernur menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan

teftulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur
melalui TAPD.

(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana
climaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan
keuangan daerah.

pasal 30
(1) Gubernur menunjuk SKPD Terkait

pengajuan anggaran bantuan sosial
disampaikan,

beftanggungjawab terhadap
terhadap rekomendasi yang

BI
RO

 H
UKU

M
 

SE
TD

A 
PR

O
V.

 G
O

RO
NTA

LO



(2) Penerima bantuan sosiar yang terah merarui evaluasi dibuatkan daftar
yang disahkan oleh sekretaris daerah selaku Ketua TApD.

Pasal 31
(1) Daftar sebagaimana pasal 30 ayat (2) menjadi dasar pencantuman

alokasi anggaran bantuan Sosial dalam rancangan KUA dan ppAS.
(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 32
(1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
(2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalarn RM_SKPD.
(3) RKA-PPKD dan RM-SKpD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam
APBD/Perubahan ApBD sesuai peraturan perundang_unoangan.

Pasal 33
(1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan daram kerompok beranja tidak

Iangsung/ ienis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial dan
rincian obyek belanja bantuan sosial pada ppKD.

(2) obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. individu dan/atau keluarqa;
b. masyarakau dan
c. lembaga non pemerintahan

(3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja
langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang
diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan
sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang
diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKpD.

Pasal 34
(1) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial

dicantumkan dalam Lampiran IV peraturan Gubernur tentang penjabaran

APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individudan/atau keluarqa
yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(2) Formulir Lampiran IV Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan Gubernur ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur tentano
Penjabaran APBD.
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Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan penatausahaan

Pasal 35
(1) Bantuan sosiar diraksanakan seterah peraturan Daerah tentanq APBD

atau Perubahan APBD ditetapkan.
(2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosiar berupa uang berdasarkan atas

DPA.PPKD.
(3) Pelaksanaan anggaran bantuan sosiar berupa barang berdasarkan atas

DPA.SKPD.

Pasal 36
(1) Gubernur menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial

dengan Keputusan Kepara Daerah berdasarkan peraturan Daerah tentang
APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran ApBD.

(2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar
penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Gubernur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada
individu dan/atau keruarga yang tidak dapat direncanakan seberumnya
sebagaimana dimaksud dalam pasal 25

(3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga
yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 didasarkan pada permintaan tertulis dari individu
dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat
yang benruenang serta mendapat persetujuan Gubernur setelah
diverifikasi oleh SKpD terkait.

(4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara
pembayaran langsung (LS)

(5) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan
Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui
mekanisme tambah uang (TU)

(6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial
sebagaimana dimakud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti
penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 37
(1) Proses pencairan dana bantuan sosial dilakukan melalui sp2D sesuai

dengan sistim dan prosedur pencairan dana.
(2) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial harus

berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

r
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( 1 )

(2)

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

pasal 38
Penerima bantuan sosial berupa
p€nggunaan bantuan sosial kepada
tembusan kepala SKPD terkait.
Penerima bantuan sosial berupa
penggunaan bantuan sosial kepada
terkait.

uang menyampaikan laporan
Gubernur melalui PpKD dengan

barang menyampaikan laporan
Gubernur melalui kepala SKpD

Pasal 39
(1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai rearisasi jenis beranja

bantuan sosial pada ppKD dalam tahun anggaran oerKenaan.
(2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai rearisasi obyek belanja

bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan
kegiatan pada SKpD terkait.

Pasal 40
(1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosiar kepada individu

dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnva
sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 paling lambat tanggal 5 Januari
tahun anggaran berikutnya.

(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama
penerima,alamat,dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masinq_
masing individu dan/atau keluarga.

pasal 41
(1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material

atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :

a. raporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan

sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan

perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau
salinan buKi serah terima barang bagi penerima bantuan sosial
L ^ - .  , ^ ^  L ^ - - ^ ^Lrsr uPd uor o g.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
huruf b disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 bulan
Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain
peraturan perundan g-undangan.

sesuai

lr
V
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Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek
pemei-iksaan.

pasal 42
Reaiisasi baniuan sosiai 'iicantumkan pada raporan keuangan pemerintah
Provinsi Gorontalo dalam lahun anggaran berkenaan.
Bantuan sosiar berupa barang yang berum diserahkan kepada penerima
bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan
dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasat 43
(1) Realisasi bantuan sosiar berupa barang dikonversikan sesuai standar

akuntansi pemerintahan pada raporan realisasi anggaran dan
diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan
laporan keuangan pemerintah daerah.

(2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosiar berupa barang
sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran peraturan
Gubernur ini

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 44
(1) SKPD Terkait merakukan monitoring dan evaruasi atas pemberian hibah,

dan bantuan sosial.
(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada SKpD yang
mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 45
Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaKud dalam pasal
44 ayal (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak
sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah dan bantuan
sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan
perunclang-undangan.

BAB VI

I.AIN-LAIN
Pasal 46

Untuk hibah dan bantuan sosial dari pemerintah selain yang diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 berpedoman pada
ketentuan perundang-undangan yang mengatur jenis hibah dan bantuan
sosial.

l t )
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3AB Vii
KETENTUAN PENUTUP

Pasai 47
Pada saat Peraturan Gubernur ini murai berraku, peraturan Gubernur
Gorontaio Nomor 4 Tahun 20i2 teniang Tata Cara pemberian dan
Pertanggungjawaban subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan
(Berita Daerah provinsi Goi'ontaro Tahun 2012 Nomor 04), dan peratui.an
Gubernur Gorontaro Nomor 19 Tahun 2012 tentang perubahan peraturan
Gubernur Gorontalo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata cara pemberian dan
Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan
(Berita Daerah provinsi Gorontaro Tahun 2012 Nomor 19), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku

pasal 48
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diterapKan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Gorontalo.

pengundangan

Daerah Provinsi

BERITA DAEMH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 06

BI
RO

 H
UKU

M
 

SE
TD

A 
PR

O
V.

 G
O

RO
NTA

LO

aansanggar@gmail.com
Typewritten text
22 Januari 2013

aansanggar@gmail.com
Typewritten text
22 Januari 2013



?ettgAbdt a, ?ett,aaydd, Datrdil

3.2 .1 Pembentukan Dana Cadangan
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Pemerintah Daerah

Pembayaran Pokok Utang
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Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILpA)
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12.4 Subsidi X)CX rccx

12.5 Hrbah )0c( XXX

12.6 Bantuan Sosial )0c( bcx
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bantuan sosial
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Belanja modal
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XXX
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15 I Surplus / deflsit XXX )cc( /ocx
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LAI.JIPIRAN PERATURAN
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG :

GUBERNTJR GORONIALO
a '1 , . i : - l l  

a  D
- -  r r r - r ' t ! - - 1 _ . -

TATA CARA PENGANGGAMN, PELAKSANMNpENnrAUSAHMN,pEdilNl;ff iltil*or"o**H^i:tTi*rot-iilRANl  Ev1| \ ' /  |  \ ' . | |  l

:::ll yg}ITgjlfc DAN EVALUAST HranH onN enNrrunf,rSOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGAMN PEruONPETEru ONTVBELANJA DAEMH PROVINSI GORONTALO

FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BAMNG DAN/ATAU JASASERTA BANTUAN SOSTAL BERLJPA BARANG

I. FORMAT LAPOMN REALISASI ANGGAMN SKPD :

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

SKPD

LAPOMN REALISASI ANGGAMN
UNTUK TAHUN YANG BEMKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

{Dalam Rupiah)

, Nomor
Lebih fKurano)

1

1 . 1 . 1

Pendapaian ieiniijl daeiah

Pendapatan pajak daerah

Pendapatan hasil pengelolaan

Kekayaan daerah yang

Drpisahkan

Lain Iain Pendapatan Asll

Daeran yang Sar

Belanja Pegawai

Belanla Langsung

I  -  Sinnr:n cnqr; l  h: r :nc vano t1i<Prahken keaarla

Hibah barang/jasa yang diserahkan pihak
ketiga/masyarakat

prhak l(ett9a/masyaraka!
selain hibah

Belanja Modal
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Ii, FORJ-,'AT LAPORAN REALISASi ANGGARAN PPKD :

PEMERINTAH PROVINSI GORONTATO LAPOMN REALISASI ANGGAMN PPKD
UNTUK TAHUN YANG BEMKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER .,.

(Dalam Rupiah)
No

Urut
I AngEardn

s€tc{ah
Perubahan

L.t*h
(Kurang)
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1 .3 .4

Sumb€r Daya Alarr]
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Dana Alokast Khusus

Pendapatan Htbah

D3na tlag, Has,, P-.J-,h L)arp|g!,rnsr
dan
Dana Penyesuaian dan Otonomi
Xhusus
9anLJail f€uangan dan ftovris atau peienn;t Dacr.h-
lalnnya

Lain-latn Pendapatan Daerah yano Sji

2 . r . 2 Eelanja Bunga 
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delarrla iirbah

Selan.la Eantuan Sosal

Belaija 86: -PJlil

.8
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Jumlah Belanla

Hasil Penlualan Kekayaan
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3 .1 .4 Penefl maan Pinjaman Daerah

Penenmaan KemtDl I Pemberi a n

Penerimaan Piutang Oaerah
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